BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 19 / I / TAHUN 2019

, TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP
DINAS KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

: a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan,

Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah, maka perlu
menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran  dan Pengguna Barang Lingkup Dinas
Kepariwisataan pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)

H



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Imnbaran NegaraRepubhk Indenes1a Tahun2004 Nemer 66, "
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400); '

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara"f(epublik Indonesia

. Nomeor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan -

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
ngr}la?;han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaananan Kéuangan Daerah (Lembaran ;Mégara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Meﬁjadi '-Kabupatén
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lexﬁgaraﬂ
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomér 12.4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4889);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun:2006

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Nomor



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun
2011 Nomor 310); |

11. Perataran Menten Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahv Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggran 2018
(Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2018 Nomor 79);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja |
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019
Nomor 368);

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun
Anggaran 2019.

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada dﬂctum KESATU
mempunyai tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ates

beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipim;iinnya;
c. meiékukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang

dipimpinnya;

f. bertanggung Jawab ‘atas. pelaksanaan tugasnya kepada_

Pengguna Anggaran dan. Pengguna Barang,

g menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja

yang dipimpinnya; dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

h.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna
Barang.

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 13 /1/TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN ~ DAN  PENGANGKATAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS
KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT KUASA PENGGUNA AN GGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP DINAS KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2019
No. | NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL. RUANG PROGRAM/KEGIATAN KET.
1 2 3 4
1 RUDI APRIADY EKAPUTRA, S.T. a. Program Peningkatan Sarana
; dan Prasarana Aparatur :
NIP: 19830408 201001 1 021 - Keglatan Pttt
Pangkat/Gol. Ruang : Penata /1Ie Tempat Parkir

b. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata :

1) Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Kapal
Wisata;

2) Kegiatan Pelaksanaan
DAK Pariwisata; dan

3) Penyusunan Dokumen
Destinasi Pariwisata

Unggulan.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

7]

MUH, BASL_I ALI




